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ABSTRAK

[atam usaha mempercepat pertumbuhan perekonomian masvarakat Indonesia,
maka pemenntah memberikan kesempatan kepada prhak-pibak vang manpu wmuok
membuka perusahaan-perusahaan. Untuk menghindan agar tdak terjadi persainzan
curang diantara perusabasn-perusabaan e maka pemenintab mengeluarkan Undang-
Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajih Daftac Perusabaan, Dalam Undang-lndang
u felah dientukan bentubk-bentuk perusahaan vang wajib didattarkan, dan salah saiu
diantaranyvs adalah badan hukum koperasi.

Untuk mengetabun sejauh mana pelaksanzan pendafizran koperasi di Lotk
Sikaping maka penulis mengajukan skoipsi vang berudul Pelaksoanaarn Pendafiaran
Kesperase Bevdasarion Keltentuar Dndanpg-Undane No. J Salin PIR2 Tentane Weayh
Oaprae Peresafioan, Studt db Lubuk Sitkaping dengan membatasi ruang Tingkup
pevmiasalaban sebagar berihoet Bagaimana talz cara pendalaran kogerasi d Kantor
Diras Perindustiian Perdazangan dan koperase dan apakabs seluh sesum dengan
ketentuan vang ada, bagaomana pepcrapan sanksi terhadap koperasi vange tidak
muelakukan Wajib Daftar Perusahaan dan kendala-kendala di Japangan schubungan
dengan pendaltarss Loperas dan bagainana cara mehZatisinya

Muetode pendekatan vang dipakar datam penelitiam ini adalah Pendekatan
paridin. Nesiologin dengan tekmk  pengambilan sampel  Pueposiee Sampdog
Pengumpuian data dilakoekan dengan mengadakan wowancasa secara resmi terstruktar
denpan Kasie Pendaftaran Perusahaan, PPRS-WDP pada Kamtor Dinas Perindagkop
serta pihak-pibas o vang tecka. Dsamping melakoekan wawancars, penalis juga
mermnpelajan dokumen-dokumens vang  diberikan ot dokmncn). Amalisa dala
chlzkuban secara bualraril

Setelah penulis membabas hasil peneliian, maka dapat disimpaulkan sebapa
berkut Pertama, pelaksansan pendaftaran Roperast di Labuk Stkaping telah
Jilaksamakan sesval dengan prosedur vang ditentukan dalam Surat Reputusan Menien
Merindustoan dan Perdagangan No, [ 2/MPPRep 11998 tentang Penvelenzgacaan
Wanb Daltar Perusahasn. Untuk Lubuk Sikaping dilakukan pada KPP Kantor Dinas
Perindaghop Lubuk Sikaping  Kedua, pelaksanasn pendafiaran Koperast di Lubuk
sikaping  belum dilakukan  secars  optimal  XKacenn  berbapat kendala.  Untuk
mengatasinva elah dilakukan berbagar upaya yang pada umumnva bersifar represit
Bectiga, tindak mdasa dalam Wajily Dalter Perusahaan vang penentusn hukemnva
disimpang denpar Sural Edaran Mahkamah Agung BRI Mo 414U 1008 P,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Dalam  pembangunan ckonom sekarang  tm,  masyarakal memegang
peranan vanp sangat peatmg, Pemerintah berkewajiban memberi peagarahan dan
Bimbingan terhadap pertumbuohan chonomt serta menciptakan (khim vang sehat
bagl perkembangan dunia usaha. Sebaliknva dunia usaba perle memberikan
lenygapan pengarzhan dan biminngan sena iklim tersebut dengan Legiatan-
Legiatan nyata
Menurut O kana Saputra, an-cin positil demokrasi ekonomi adalah
a. Perckonomian disusur sebasar wssha bersama berdasarkan aias
Lekeluargaan, Rarena vdsk mengenai system perlentangan kelas
Cabang-cabang produksi vang penting bagi nesara dan menpugsal
hdup orang banvak dikuasai oleh negarn
E & 4 a
¢, Hak milbik perorangan diskwr dan pemanfzatanmve hdak  boleh
pertenangan denpgan Kepenlingsn masvarakat
d Potenst msiat!, dan dava karva wlan keeatit setisp wargs negar

dikembangkan sepenubnva dalam batas-baras vane ndok merugikan
REDENLITEAR WImum.

S

Drenpan adanyvd pernvataan tersehut terlthar bahwa pemenmiah jugn memberikan
kesempatan padn masvarakat luas untuk berpartisipasi melalul peran seranya
dalam memacu  dan mengembangkan perekenomian denpen mendirikan
perusahaan-perusahaan bak  perusahioan  fokal, perusahass  asing  maupun
kerjasama antara perusabaan lokal dengan perusabaan asing

Muoraknya perusahaan-perusahaan di Indonesia menvebabkan timbulnva

bermacam-macam persaingan. schingea apubile tdak dikontrol maka dikuatickan

T Rama Bepurra, dhx 2095 Keperooy Seefonesra vosnr bevalavarion Paricosil ohan
IO OS5, Baneka Cipra, Takana



dapat menimbulkan perssingan yang udak sehat, karenn 1y pemerintah
mengeluarkan  Undanp-Undang MNo. 3 Tahun 1982 fentang Wajib Daftar
Perusahasn vang tercantum dalam Bab 111 pasal 5 avat 1, yaitu"Setiap perusahaan
wajib didaftarkan datam Daliar Perusghaan™ Kegunaan wajib dafiar perusahaan
di samping emick membertkan perlindungan, wajib daftar perusahaan jopa
mermben pembiraan bage dima usaha dan perusshaan, kepunaan itu terasa sckal:
khususnva untuk polongan ekonoms lemah, kebiassan-kebiasaan vang ada dalam
masyarakat den dunia vsaha

Berancka ragam perusahaan vang wajib antok didafiarkan dan salah saw
diantaranya adalah perusahaan vang berbentuk badan hukum koperasi. Kehadirun
Roperast miowelah omenjads salah samu tulang punpeune perekonomian nesara
indonesia vang langsung menventieh kehidupan < dalpen massvarakat Untok it
perlu ditterikan perlindungan dan pembinaan oleh pemerintah,

hWlenweut /. T, Sutantva B Hadhikosuma, S dan U Sumantore
mervatakar bahwis Sebunn koperas) Indonesis haros menvadars bahwa didalam
cinmya terdupat Repribadian Indonesia. vaiwe sifat-silal manusi vang dipenuhi
readitan, tempat hngkungan, svasana wakie sepanjang masa, dengan ari-cint khas
adanva unsar Ketahanan Yang Mahe Ese, Kepotongrovonzan, Kekeluargaan dan
Eeebhinekatunpgalikaan.”

Dalam Undang-Undang Mo, 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada
Bab IV pasal 9 disebutkan bahwa koperast sebage hadan usaha haruslah berstatus
badan hukum. Unluk memperalch status badan hukum, maks akia pendirian

koperase o harus mendapat pengesahan dan pemenmiah Pengesahan aka

TRT sulamiva B Hodikusume, 1998 Peipoetiorr Hakrar Fernsaluran, Pajawali Pors,
Jakartn. him 12%
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pendinan ity diumumkan dalam Berita Megara BRI, dan sejak saat o koperas:
hersangkutan memperoleh  kedudukan sebagai badan hukum  sesuai denpan
ketentuan Undang-Undang Mo. 25 Tahun 1952 Bab 1V pasal 10.

Cralam waktu nga bulan sstelah koperasi menjalankan kepiatan usahanva
maka koperasi harus melakukan wajib daftar perusahaan vang tata cara dan
prosedurnya telah diatur daiam Undang-Undang Moo 3 Tahun 1982 tentang Wanhb
Dattar Perusabaan. Untuk Lubuk Sikaping sebagas penvelengpara wajib dafiar
merusahaan adalah Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dapat dicesah atay
dilvindart timbubnyva perusahaan-perusahaan dan badan-badan hukum usaha vang
tidak bertangeung jawab serla dapat merugikan masvarakat

Kewanban pendaftaran perusahaan juga dimaksodkan uniek mendidik
pengusaha-pengusaha supave datam senap undakan menialankan usshanva dapal
bertindok jwjur dan terbuka dengan keadaan sebenarnya, schingga perusahaan
imaupun badan usaha tersebut dapat memperoleh kepercavaan dari masvaraka
afiar perusahasn juga merupakan alal pembuktan vang sempurna untuk
mengatasi permastiahan dan senap prhak ketign vang menggunet atay menuntus
sudtu perusahaan atau badan usaha

Berdasarkan uraian di atas terutao vanp berkenaan dengan pelaksanaan
pendaftaran koperasi, maka tmbul keinginan penulis untuk meneetabui lebih
lemjut tentang. *PELAKSANAAN  PENDAFTARAN  KOPERASI
BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NoJs TAHUN 1982

TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN", studi di Lubuk Sikaping.
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B. Perumusan Masalah

Permasalahan vang akan dibahas adalah

Lak

Bagaimana tata cara pendafiaran koperasi di Rantor  Dinas
Perindusiman Perdagangan dan Koperasi, apakah telah sesuai denpan
kelenluan vane ada?

Bapaimang penerapan sanks: terhadap koperasi vang ndek mefakukan
wiglh daltar perusahsan?

Apa fakior-fakior yang menjadi kendala di lapangan sehubungan

dengan pendafizran koperast dan bagaimana cara mengatasinya?

€. Tujuan Perelitian

erdasarkan penmasalahan vang welah dikemukakae di aas maka guan

viny akan dicapar dalam penslitian o adalal

L]

Lintuk mengetabus bagaimana e eary pendaftaran koperasi pada Kantor
Dirsas Penndustrian Perdagangan din Koperasi elab sesuz dengan hewentosn
varng ada.

Lintuk mengetanu bagaimana penerapan sonksi lerhadap Kopems: vang tidak
melavkan wapb daftar perusahean.

Uintuk mengetahe: kendalo-kendala vang diem di lapangan schubunzan

dengan pendaftariy koperas) dan sekalipus mengeiahu carg mengatasinya.

I, Manfaat Penelitian

Mantial dan penehiban vang dilabukan adalah sebasa beriku



BAR [1]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan perkembangan suate usaha pada umumnva dan koperasi
pada khususnya sangat penting artinya bagi peninghatan taraf kehidupan, Untuk
memberikan kehidupan vang lavak dan untuk memberikan kemakmuran bagt
sctiap angeotanys dan masyarakar

Perkembangan koperasi di Lubuk Sikaping sekarang ini cukup pesat,
Menurut catatan Dinas Perindusinan Perdaganpan Koperasi dan UKM jumlah
koperasi vang sudah berbadan bukum ada sehanyvak 203 huah kaperas dan vang
lelah melaksanakan wigib dafiar perusahoan dard Apnl 2005 sampai Januari 2007
sebanyvakh |1 koperas Hal ini berart sebanvak 192 buak koperasi vang belum
melaksanakan pendafisren Dengan demikian ketentoan pasal 5 avatr 1 1o pasal 8
indang-Undang Mo 3 Tahun 1982 tentang Wanb Daftar Perusabaan belum
sepenuhnya ditndabkan dan diterapkan dalam prakieknya, Kondisi vang demikian
mengharapkan perhatian serius dan instansi vang terkait termama dan pihak
Permenintah Lubuk Sikapimg. Hal tersebut menvebabkan kurangnva kesadaran dan
kemauan masvarakat untuk mendafarkan perusahaannva, Sampar saat sekarang
ine sanga banvak koperssi-koperasi vang mulai bermunculan vang menupakan
koperase lmaan dan Dinas Koperast. Dalam melakukan penclitian penudis
mengambil sampelnyva sebanvak Uga koperast, sesuai dengan prosesnya dalam
elakukan pendafiaran koperasi. vaine dimular dare koperasi vang masih dalam
biraan. vang sudah berbadan hukum sampar pada koperasi vang sudah terdatiar

dalam wajib dafiar parusahaan Diantara uga koperasi itu adalah

Dt



I. koperasi 45 (Primkoferi} Kecamatan Lubuk Sikaping
A. Lahirnya Koperasi 45 (Primkoferi)
beoperast 43 (Primkofen) berdin pads tahun 1990 di Lubuk
Sikaping, dalam suaw: rapat para veleran. Dalam  rapat i
dietapkanlah akan dibentuknya suatu koperasi sebagai salah satu
usaha untuk mensejahterakan angpota veteran dan keluarpanva untuk
untuk peternakan, usaha warung, melamjutkan pendidikan anak dan
lain-lain
B. Keanggotaan Koperasi
reangeotaan Koperast 45 {Primkoferi) ini dibagi dua vailu
I. Angeota biasa
Angeota luar rasa
C. Unit Usahs
Limit simipan pisgam
Roperasi 45 iPnimkoten) didsfarkan pads Perindaghop dan KM
Lubuk Sikaping pada tangeal 31 Desember 20035 dan mendapatkan nomor
tanda dafiar perusahasn bernomor 1947 RH-X VI
Modal koperast 45 (Primkofer) sehesar Rp. 35 254 7500 (Lima puluh
fimiz juta duz ratus Hima puleb emogt by twjuh ratus lima puluh rupiah), vang
didapatl dan simpanan peokok, simpanan wajib, stimpanan sukarcla, dana suka
duka dun dana asurans: Kematian. Sedanpkan sampal sast i anppola Koperai
=3 iPnimkofert) berjumlah 138 orang. Pengurus koperasi 45 i Primkoferi)
untuk periode 2005 — 2007 adalsh seperti vang telihat dalam tabel | dibawah
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BAR IV

PENUTUP

sebagal  penutup  dari penulisan  skripsi ini,  penulis  memberikan

kesimpulan dari uraian sebelumnya sekaligus memberikan samn-saran vang

penulis anggap dapat merupakan jalan keluar vang terbaik dalam mengatasi

kendala-kendala yang ditemul dalam  pelaksanaan  pendafiaran Perusahaan

menurul Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusabaan.

A, Kesimpulan

[

Pelaksanaan pendoftaran koperass i Koma  Lubyk stkaping  dilakukan
verdasarkan prosedur vang disetapkan dalam Swal Kepuotusan Menteri
Perinclustrian dan Perdagangzan  Nomor P2MPPRep/ 1 1998 temang
Penyvelenggaraan Wayil Daftar Perusabaan. Dalam Surmt Keputusan tersebut
dijelaskan bahwa pendafiaran perusahasn dapst dilakukan oleh pamilik,
pengures ataw oleh kuasanva pade Kantor Pendabaran perusabazn Dinas
Perindustrian Perdaganean Koperast dan UEM Lubuk Stkaping  Dalam
mendaliarkan koperast harus dilampin dengan svarat-svarg sepertr asti dan
copy akta pendimian. Copy KTP pengurus, copy surat pengesshan sehapa
badan  hukum dan copy izin usaha. Uniuk  koperasi tanda  Daflar
Perusahzannyva berwarna krem

Sesungguhnva bagl persahaan vang tdak melaksanakan pendatisra sesual
dengan ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 1982 lentang Waph Daftar
Ferusabasn maupun peratursn-peraturan pelaksananva akan dikenakan sanksi

pidana. yauu dendanva setingg-lingginva antara Bp. 1O00 000 60 | Satu Juta



L

Rumah) sampai dengan Rp, 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), Akan tetapi
dalam prakteknya belum terlaksana schagai mana mestinya.

Pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Lubuk Sikaping termasuk didalammnva
Koperast meskipun telab berjalan baik namun masih belum optimal, Hal ind
disebabkan karena berbagai kendala yang dihadapi baik yang datangrva dari
pengusaha  sendint maupun dari Kantor Pendaftaran  Perusahaan  Dan
pengusaha yaite antara lain masih kurangnva kesadaran darl para pengusaha
akan arti penting Wajib Daftar Perusahaan. Ini terlihat dari masih banvaknya
perusahaan enutama koperasi vang belum mendaftarkan perusahaannya vaity
sckitar 203 kaperasi vang berbadan hukum, vang telah melaukan wajth dafiar
peresahaan hamya 11 koperasi Pada  umumnva  mereka baru zkan
mendafiarkan perusahaannya apabils ada suate kepentingan tenenty. misalnya
wngzin mendapat bantoan dana dari mikak lgin vang mana pihak ersebu
enanvakan status koperasinya spakah sedah terdaftar atau Selum hal tersebut
ditujukan untuk kepastian dana vang mereka berikan, Dan Kantor Pendaflaran
ferusabasn sendirt vaite antara lain disebabkan oleh keterbatasan danz, wekiu
dan tenaga. Lntuk mengatasi hal it Dinas Perindustrian Perdapangzan
Kaperasi dan KM telah melakukan berbagai upava untuk mengalasiny
amtare dam dengan . membenkan  penvuluhan-penvaluban,  menvebarkan
mlurinasi mengenar manfaat Wapb Daflar Perusahaan baik melala spanduk-

spanduk, brosur-brosur maupun media imforrmasi fainnva

fr2



. Saran-Saran

Agar tujuan dan Wajh Daftar Perusahaan dapat tercapai secara maksimal
hendaknya Dipas Perindustrian Perdagangan Foperasi dan UKM  lehih
berperan  akuf' dengan  meningkatkan pemberian  informasi-informasi.
penyuluhan-penyuluban baik secara langsung vaitu dengan penyuluhan
fangsung ke lapangan, mengadakan pendidikan dan Tatthan vang berhubungan
dengan Wagih Daftar Perusahaan, maupun secara Gidak langsung melalui
brosur-brosur, spanduk-spanduk dan mediz informasi fannys sehingga dapar
menumbuhkan  kesadaran pengusaha khususnya prhak  kopoerasi untuk
mendaltarkan perusahaannya,

Jumlah tenaga penyidik dan petugas pelaksana pendaftaran perusahaan supava
dapat lzbih diperbanyak Khususnya bag tenaga penvidik sehinpea dapat
sehanding dengan beban tugas vang hendak dilaksanakannyva, [nsamping 10w
anggaran yang lersedia penvidik maupun petugas pelaksana Wajlh Daftas
Perusahaan dapat melaksanakan tugasnva denean baik, salah saty caranva

vty dengan mengmbah henor bagi penyidik dan petugas pelaksana Wajih
Dafiar Perusahaan lainnya

Untuk dapat menvelengparakan Wajib Daftar Perusahaan sehagaimana vang
dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tabun 1982 tentang Wagib Daftar
Perusshaan, hendaknya Dinas Perindustrian Perdagangan Noperasi dan UKM
dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya vang
terkait schungga dapar membantu penvelenpgaraan Wajib Dallar Perusahaan.
Misalnva bagi koperasi vang ingin memperolch fasilitas  provek  dari

pemerintah ditsvaratkan barus memiliki Tanda Dalar Perusahaan atau jika



koperasi ingin - memperoleh  kredit dad  bank, diwajibkan  untuk
memperlibatkan Tanda Daftar Perusahaannya terlebib dahuly. Koordinasi ini
dapat dilakukan antarz lain dengan menvelengparakan penyuluban atau
pembinaan umuk meningkatkan pemahaman Undang-Undang ‘Wajib Daftar
Perusahaan bersamua-sama dengan instansi terkait lainnya, Dengan lanpgkah-
langkah seperte ini diharapkan apa vang dimaksudkan dalam Undang-1indang

Wath Daftar Perusabaan dapat tercapai.
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